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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc211181014] Latar Belakang
 Perubahan status Puskesmas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, pengembangan layanan, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dengan penerapan status BLUD, Puskesmas dapat mengelola anggaran lebih mandiri, sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.
Menurut Laporan dari Kementerian Kesehatan, implementasi BLUD memberikan Puskesmas keleluasaan dalam mengelola pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan dan pengelolaan aset. Hal ini diharapkan dapat memacu inovasi dalam pengembangan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Selain itu, Puskesmas dengan status BLUD dapat melakukan kerjasama lintas sektoral secara lebih fleksibel, seperti dengan institusi pendidikan atau organisasi nirlaba, guna memperluas cakupan pelayanan kesehatan.
Transformasi Puskesmas Kelurahan Lamaru di Kota Balikpapan menjadi BLUD merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan status ini membawa dampak signifikan pada tiga aspek utama: organisasi dan SDM, aspek keuangan, serta aspek pelayanan (Adjanni & Wahyono, 2019). Pada aspek organisasi dan SDM, status BLUD memungkinkan Puskesmas untuk menerapkan sistem manajemen kinerja yang lebih baik dan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan insentif yang memadai.
Di sisi lain, pada aspek keuangan, Puskesmas dengan status BLUD memiliki otonomi dalam mengelola sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun dari jasa layanan kesehatan. Ini berpotensi meningkatkan pendapatan internal dan menurunkan ketergantungan terhadap APBD. Pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel ini juga memungkinkan Puskesmas untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan infrastruktur dan teknologi kesehatan yang lebih modern (Firdausi & Pujiningsih, 2018).
Pada aspek pelayanan, penerapan BLUD telah terbukti mendorong peningkatan kepuasan pasien dan kualitas layanan. Sebuah studi menunjukkan bahwa Puskesmas yang telah berstatus BLUD lebih mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasien, seperti dengan penambahan jam operasional atau layanan unggulan (Wardani et al., 2022). Ini konsisten dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa fleksibilitas manajemen BLUD memungkinkan layanan kesehatan menjadi lebih responsif terhadap masukan dan harapan masyarakat.
Dengan demikian, transformasi Puskesmas Kelurahan Lamaru menjadi BLUD tidak hanya memberikan keuntungan pada aspek internal organisasi, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Lamaru, Kota Balikpapan.
[bookmark: _Toc211181015] Rumusan Masalah
Bagaimana implementasi tata kelola Puskesmas dilihat dari aspek organisasi dan sumber daya manusia, aspek keuangan, serta aspek pelayanan setelah beralih status menjadi BLUD? 
[bookmark: _Toc211181016] Fokus Penelitian
Penelitian ini akan mengeksplorasi perubahan dalam struktur organisasi, efektivitas pengelolaan keuangan, serta kualitas pelayanan yang dihadirkan, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi Puskesmas Kelurahan Lamaru, Kota Balikpapan, pasca transformasi menjadi BLUD. Fokus utamanya adalah pada perubahan prosedural, dampak pada kesejahteraan SDM, dan respon masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan yang ditawarkan.
[bookmark: _Toc211181017] Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi perubahan status Puskesmas menjadi BLUD, mencakup aspek organisasi, keuangan, dan pelayanan yang dihasilkan. Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut:
a) Menganalisis implikasi tata kelola Puskesmas dari aspek organisasi dan sumber daya manusia setelah perubahan status menjadi BLUD.
b) Mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan keuangan Puskesmas setelah implementasi BLUD.
c) Mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas setelah menjadi BLUD.
[bookmark: _Toc211181018] Manfaat Peneliatian
a) Manfaat Teoritis. 
Menambah wawasan akademis mengenai implementasi kebijakan BLUD dalam konteks pengelolaan Puskesmas.
b) Manfaat Praktis. 
Memberikan rekomendasi bagi Puskesmas di Kelurahan Kelurahan Lamaru untuk meningkatkan kinerja organisasi, pengelolaan keuangan, dan mutu pelayanan kesehatan setelah implementasi BLUD.
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TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc211181020]Konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sebuah bentuk pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. BLUD memungkinkan unit-unit layanan publik seperti Puskesmas untuk mengatur keuangannya secara mandiri, tanpa terlalu terikat pada peraturan birokratis yang kaku, sehingga dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat (Adjanni L & Wahyono, 2019). Penerapan BLUD juga memberikan ruang bagi Puskesmas untuk memanfaatkan pendapatan yang dihasilkan dari jasa layanan kesehatan untuk pengembangan lebih lanjut, baik dari segi pelayanan maupun infrastruktur.
Secara konseptual, BLUD memiliki karakteristik yang mirip dengan Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pusat. Namun, BLUD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018, yang memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan satuan kerja tertentu sebagai BLUD, termasuk Puskesmas (Permendagri, 2018). BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, yang mencakup aspek penerimaan, pengeluaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset. Menurut Supriyanto (2019), fleksibilitas ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di tingkat lokal.
Penerapan BLUD di Puskesmas juga membawa implikasi pada manajemen organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Dengan status BLUD, Puskesmas dapat menerapkan strategi pengelolaan SDM yang lebih profesional, seperti memberikan insentif berdasarkan kinerja, mengatur rekrutmen tenaga kesehatan dengan standar yang lebih tinggi, serta melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kompetensi staf (Rahayu, 2020). Hal ini berbeda dengan UPTD biasa yang cenderung memiliki kendala birokrasi dalam pengembangan SDM dan pengelolaan anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas yang telah menerapkan BLUD lebih mampu meningkatkan motivasi kerja staf dan kualitas pelayanan kepada pasien (Rahayu, 2020).
Selain itu, aspek pelayanan juga mengalami perubahan signifikan dengan adanya status BLUD. Puskesmas yang berstatus BLUD memiliki fleksibilitas dalam menetapkan jenis layanan, tarif, serta jam operasional, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Adjanni L & Wahyono, 2019). Dengan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, Puskesmas dapat menambah sarana dan prasarana, seperti peralatan medis, ruang pemeriksaan yang lebih lengkap, dan inovasi layanan berbasis teknologi. Penelitian oleh Firdausi & Pujiningsih (2018), mengungkapkan bahwa Puskesmas yang telah berstatus BLUD lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Secara keseluruhan, konsep BLUD memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel bagi unit-unit layanan publik di daerah, termasuk Puskesmas, untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan layanannya. Implementasi BLUD ini diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat lokal serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
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Kinerja organisasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pada Puskesmas, kinerja organisasi dapat dilihat dari struktur organisasi, tata kelola, serta peran dan tanggung jawab masing-masing unit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Teori terkait kinerja organisasi dapat merujuk pada model Balanced Scorecard yang menilai kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan (Kaplan & Norton, 2005).
Kinerja organisasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi sebuah institusi, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Robbins & Coulter (2018), kinerja organisasi mencerminkan seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam konteks Puskesmas, kinerja organisasi tidak hanya dinilai dari sisi administratif, tetapi juga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Menurut Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas, kinerja Puskesmas diukur berdasarkan kemampuan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kinerja organisasi Puskesmas harus mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian indikator-indikator program kesehatan prioritas nasional maupun lokal.

a) Dimensi Kinerja Organisasi
Beberapa peneliti menyebutkan bahwa kinerja organisasi dalam instansi layanan publik seperti Puskesmas dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, efisiensi, inovasi, dan kepuasan pengguna layanan (Mahsun, 2019). Kaplan & Norton (2005) dalam pendekatan Balanced Scorecard-nya menyebutkan empat perspektif dalam mengukur kinerja organisasi: perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Meskipun Balanced Scorecard awalnya dikembangkan untuk sektor bisnis, pendekatan ini telah banyak diadaptasi dalam sektor publik, termasuk kesehatan.
b) Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Puskesmas
Kinerja organisasi Puskesmas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kepemimpinan menjadi faktor kunci. Seorang kepala Puskesmas yang mampu menjalankan fungsi manajerial dan kepemimpinan secara efektif dapat meningkatkan semangat kerja staf dan efisiensi pelayanan (Saragih, 2021). Kedua, sistem manajemen mutu seperti pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja (Rahayu & Gunawan, 2020) . Ketiga, kompetensi dan kepuasan kerja pegawai juga berdampak pada kinerja. Menurut penelitian oleh Yusuf et al. (2021), terdapat hubungan signifikan antara kompetensi tenaga kesehatan dan kinerja layanan. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan kompeten dan termotivasi cenderung memberikan pelayanan yang lebih baik.


c) Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja organisasi Puskesmas dapat dilakukan secara berkala melalui instrumen penilaian seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal), indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan serta memastikan bahwa Puskesmas beroperasi sesuai dengan tujuan pelayanan publik.
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Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas yang berstatus BLUD harus mempertimbangkan rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, dan pemberian insentif yang sesuai. Teori McGregor (1960) tentang Teori X dan Teori Y menjelaskan bahwa kinerja SDM dipengaruhi oleh pandangan manajer terhadap motivasi dan potensi pegawai. Dalam konteks Puskesmas BLUD, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar pegawai dapat memberikan kontribusi terbaiknya.
Tata kelola sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya dalam mendukung efektivitas pelayanan publik. BLUD yang menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas seperti entitas bisnis dituntut memiliki sistem pengelolaan SDM yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kinerja.
Menurut  Hasibuan (2019), manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi. Dalam konteks BLUD, pengelolaan SDM tidak hanya mengacu pada regulasi birokratis, tetapi juga pada fleksibilitas dan kinerja organisasi.
Salah satu teori yang relevan digunakan adalah teori Resource-Based View (RBV). Teori ini menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi berasal dari sumber daya internalnya, termasuk SDM (Barney, 1991). Dalam penerapannya di BLUD, SDM dianggap sebagai aset strategis yang menentukan kualitas layanan.
Lebih lanjut, Armstrong (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan SDM modern harus mencakup pengembangan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, sistem penilaian kinerja yang objektif, dan pemberian insentif yang adil. Hal ini penting agar pegawai BLUD memiliki motivasi tinggi dan berkontribusi optimal dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, regulasi juga menjadi faktor penentu dalam tata kelola SDM di BLUD. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD menegaskan perlunya tata kelola kepegawaian yang transparan dan akuntabel, termasuk kebijakan rekrutmen, mutasi, dan promosi yang berdasarkan kompetensi.
Menurut studi dari Simanjuntak et al. (2020), pengelolaan SDM yang baik pada BLUD akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mempercepat pencapaian target kinerja layanan. Faktor seperti kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan sistem reward menjadi penentu penting dalam meningkatkan tata kelola SDM.
Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Sulistiyani (2021), fleksibilitas pengelolaan SDM di BLUD sering terhambat oleh budaya birokrasi lama dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip kinerja. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan manajerial dan perubahan paradigma agar SDM BLUD mampu bekerja secara profesional dan adaptif.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola SDM di BLUD harus mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern, regulasi pemerintah, dan pendekatan berbasis kinerja. Hal ini akan mendukung BLUD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan publik yang efisien dan berkualitas.
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Puskesmas yang berstatus BLUD memiliki fleksibilitas dalam mengelola pendapatan dan belanja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan BLUD mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran.
Pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan aspek penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, terutama dalam sektor kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya agar dapat bertindak layaknya entitas bisnis, namun tetap berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep pengelolaan keuangan BLUD harus didasari oleh teori-teori yang mendukung prinsip tata kelola keuangan sektor publik.
a) Teori New Public Management (NPM)
Teori New Public Management (NPM) menjadi salah satu landasan utama dalam memahami pergeseran pengelolaan sektor publik, termasuk BLUD. Menurut Hood (1991), NPM menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil (output) dalam birokrasi publik. Dalam konteks BLUD, pendekatan ini diwujudkan melalui fleksibilitas pengelolaan anggaran, penggunaan prinsip-prinsip manajemen swasta, serta fokus pada kinerja layanan.
b) Teori Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik menjadi pilar penting dalam pengelolaan keuangan BLUD. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah kewajiban entitas publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan kinerjanya kepada publik. Dalam kerangka BLUD, transparansi pelaporan keuangan dan efektivitas pemanfaatan anggaran menjadi indikator utama akuntabilitas.
c) Teori Good Governance
Teori Good Governance memberikan kerangka kerja tata kelola keuangan yang baik, yaitu mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Menurut Dwiyanto (2020), implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan BLUD sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
d) Teori Value for Money
Konsep Value for Money merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk BLUD. Menurut Halim & Abdullah (2019), Value for Money mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam konteks BLUD, penerapan prinsip ini bertujuan agar dana publik dapat digunakan semaksimal mungkin untuk memberikan hasil terbaik kepada masyarakat.
e) Teori Sistem Informasi Keuangan
Sistem informasi akuntansi dan keuangan merupakan elemen penunjang penting dalam pengelolaan keuangan BLUD. Menurut Susanto (2020), sistem informasi keuangan yang baik akan mendukung akurasi pencatatan, kecepatan laporan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam pengelolaan BLUD, sistem ini dapat membantu dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
[bookmark: _Toc211181024]Konsep Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku. Konsep teori Donabedian (1988) mengenai mutu pelayanan kesehatan menekankan pada tiga komponen utama: struktur, proses, dan hasil. Perubahan status Puskesmas menjadi BLUD diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan dari segi ketiga komponen tersebut.
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Menurut WHO (2019), pelayanan kesehatan adalah semua upaya yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok, dalam bentuk preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Konsep pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga mencakup pendekatan holistik terhadap pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.
Pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan (sekunder dan tersier). Pelayanan kesehatan primer bertindak sebagai garda terdepan, seperti yang dijalankan oleh Puskesmas, yang menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Menurut Dinas Kesehatan RI (2020), Puskesmas memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan, antara lain prinsip efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, akuntabilitas, dan kesinambungan. Efektivitas dan efisiensi menjadi indikator kunci dalam menilai kinerja suatu lembaga pelayanan kesehatan. Sementara itu, aksesibilitas dan akuntabilitas memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.
Teori pelayanan kesehatan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan sistem pelayanan kesehatan (health service system). Menurut Levesque et al. (2019), sistem pelayanan kesehatan terdiri dari lima komponen utama: (1) ketersediaan layanan, (2) kemampuan untuk diakses, (3) keterterimaan layanan oleh masyarakat, (4) kesesuaian layanan dengan kebutuhan pasien, dan (5) hasil akhir berupa peningkatan kesehatan individu atau kelompok.
Selain itu, pendekatan kualitas pelayanan (service quality) menjadi hal yang tidak kalah penting. Menurut teori SERVQUAL yang diperbaharui oleh Parasuraman et al. (2020), terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: (1) keandalan (reliability), (2) daya tanggap (responsiveness), (3) jaminan (assurance), (4) empati (empathy), dan (5) bukti fisik (tangibles). Kelima dimensi ini sangat relevan dalam menilai mutu layanan kesehatan, terutama pada fasilitas pelayanan dasar seperti Puskesmas dan klinik.
Kemudian, konsep pelayanan kesehatan juga tidak lepas dari prinsip equity atau keadilan dalam pelayanan. Keadilan di sini berarti semua orang, tanpa memandang status sosial ekonomi, berhak atas layanan kesehatan yang sama. Ini sesuai dengan pendekatan Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan oleh WHO, di mana seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan esensial tanpa mengalami kesulitan finansial (WHO, 2021).
Dengan berkembangnya teknologi informasi, pelayanan kesehatan juga mengalami transformasi digital, yang dikenal sebagai e-Health. Digitalisasi pelayanan kesehatan membantu meningkatkan efisiensi, mempercepat waktu pelayanan, serta mendukung keputusan klinis berbasis data. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2022), implementasi sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) merupakan salah satu contoh nyata transformasi digital dalam pelayanan kesehatan primer.
Dari berbagai teori dan pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang ideal harus memenuhi aspek aksesibilitas, mutu, efisiensi, dan keadilan. Pelayanan tersebut juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, pelayanan kesehatan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian
[bookmark: _Toc211181025]Implementasi BLUD di Puskesmas
Implementasi BLUD di Puskesmas bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, SDM, serta pelayanan. Konsep BLUD memungkinkan Puskesmas untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berinovasi dalam menyediakan layanan yang berkualitas. 
Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas merupakan suatu bentuk inovasi dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik melalui penerapan prinsip efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas keuangan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, BLUD adalah sistem pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam konteks Puskesmas, hal ini berarti bahwa unit pelayanan kesehatan ini dapat mengelola pendapatan dan belanja operasionalnya secara mandiri untuk mendukung pelayanan publik yang optimal.
Menurut Wulandari & Nugroho (2020), implementasi BLUD di Puskesmas menuntut perubahan manajerial yang cukup besar, mulai dari tata kelola keuangan, sumber daya manusia, hingga sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung keberhasilan implementasi ini, diperlukan kesiapan organisasi, kompetensi SDM, serta infrastruktur yang memadai.

Teori implementasi kebijakan dari Edward III dalam Nugroho (2019), menekankan empat faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks BLUD Puskesmas, keempat faktor ini menjadi penentu apakah kebijakan akan berjalan sesuai harapan atau tidak.
Selain itu, menurut Badjuri (2021), keberhasilan BLUD tidak hanya diukur dari fleksibilitas pengelolaan keuangan, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Artinya, BLUD harus mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan pada saat yang sama memastikan mutu layanan tetap terjaga.
Sementara itu, penelitian dari Sari & Lestari (2022) menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi BLUD di Puskesmas adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan teknis kepada SDM, serta belum adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Oleh karena itu, strategi implementasi BLUD perlu mencakup penguatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem keuangan.
Dari berbagai pendapat dan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi BLUD di Puskesmas bukan hanya soal peraturan teknis semata, namun juga memerlukan kesiapan struktural, kultural, dan administratif agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
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METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc211181027]Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan komprehensif fenomena yang diamati, yaitu kinerja Puskesmas Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan setelah perubahan status menjadi BLUD. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih detail mengenai perubahan yang terjadi dalam aspek organisasi, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta kualitas pelayanan setelah penerapan BLUD. Studi kasus Puskesmas ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai proses dan hasil dari implementasi BLUD dalam konteks layanan kesehatan di tingkat lokal.
Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan dari berbagai informan yang relevan, termasuk pengelola Puskesmas dan masyarakat pengguna layanan. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, desain ini mampu menangkap dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas dalam mengimplementasikan kebijakan BLUD. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan perubahan yang terjadi, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Puskesmas setelah perubahan status tersebut.
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Subjek penelitian ini mencakup para pengelola Puskesmas, yang terdiri dari kepala Puskesmas, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian administrasi. Ketiga komponen tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan di Puskesmas. Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh proses manajerial dan operasional, termasuk dalam penerapan kebijakan BLUD. Sementara itu, kepala bagian keuangan berfokus pada pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan, yang menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan Puskesmas berstatus BLUD. Kepala bagian administrasi berperan dalam pengelolaan data, sistem informasi, serta koordinasi operasional, sehingga keterlibatannya sangat penting untuk memahami perubahan tata kelola pasca penerapan BLUD.
Selain pengelola Puskesmas, penelitian ini juga melibatkan masyarakat sebagai subjek penelitian untuk mengevaluasi persepsi dan pengalaman mereka terhadap pelayanan yang diterima. Partisipasi masyarakat yang merupakan pengguna layanan kesehatan Puskesmas akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi BLUD terhadap kualitas pelayanan. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah perubahan status menjadi BLUD, serta untuk memahami harapan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Puskesmas Kelurahan Lamaru. Pemilihan subjek penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan perspektif internal (pengelola) dan eksternal (masyarakat) secara seimbang, sehingga memberikan pemahaman yang holistik mengenai dampak transformasi status BLUD pada Puskesmas.
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a) Pihak Internal Puskesmas : Kepala Puskesmas dan Baian SDM, bagian Keuangan dan Tenaga Medis.
b) Pihak Eksternal : Masyarakat yang menerima layanan kesehatan di puskesmas sebagai responde untuk mengevaluasi kualitas pelayanan. 
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a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan terhadap pengelola Puskesmas untuk memahami implementasi BLUD dari aspek organisasi, SDM, dan keuangan.
b) Observasi: Observasi langsung terhadap pelaksanaan pelayanan di Puskesmas untuk memahami proses pelayanan yang berlangsung.
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Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis studi kasus yang berfokus pada pengelolaan dan kinerja Puskesmas Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan setelah perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kuesioner akan dianalisis secara sistematis menggunakan analisis tematik (thematic analysis). Analisis tematik adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema yang muncul dalam data. Menurut Braun & Clarke (2006), analisis tematik memberikan fleksibilitas untuk menggali lebih dalam isu-isu yang muncul dari data, sehingga dapat mengungkapkan pengalaman, pemahaman, serta perspektif informan secara komprehensif.
Proses analisis data diawali dengan tahap koding, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Koding dilakukan dengan memberikan label atau tanda pada segmen-segmen data yang memiliki makna atau informasi penting terkait dengan fokus penelitian, seperti pengelolaan keuangan, tata kelola organisasi, dan kualitas pelayanan. Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah menjadi unit-unit informasi yang lebih terstruktur. 
Selanjutnya, hasil koding tersebut disusun ke dalam kategori-kategori yang lebih besar. Proses kategorisasi ini membantu peneliti untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kemiripan tema, pola, atau konsep. Misalnya, hasil wawancara mengenai keuangan dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam "perencanaan anggaran," "penggunaan dana," atau "pelaporan keuangan." Menurut Creswell (2013), kategorisasi ini bertujuan untuk menyusun kerangka analisis yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun temuan-temuan penelitian. Kategori yang terbentuk kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mencerminkan kondisi Puskesmas setelah penerapan BLUD.
Tahap terakhir adalah interpretasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan kategori yang telah dibuat, dengan mengaitkan hasil penelitian pada konsep teori yang relevan. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna dari setiap temuan dan mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, seperti teori kinerja organisasi, teori keuangan publik, dan teori pelayanan kesehatan. Interpretasi ini tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai implikasi perubahan status Puskesmas menjadi BLUD terhadap kinerja, efektivitas pengelolaan, dan kepuasan masyarakat. Melalui interpretasi yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk pengelolaan Puskesmas dengan status BLUD di masa depan.
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Keabsahan data dalam penelitian ini akan dijaga melalui proses triangulasi sumber dan metode. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan dan mengonfirmasi hasil penelitian dari berbagai sudut pandang, baik melalui informan yang berbeda maupun metode pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Menurut Denzin (1978), triangulasi dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai jenis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Dalam konteks penelitian kualitatif ini, triangulasi sumber dilakukan dengan memvalidasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan seperti kepala Puskesmas, kepala bagian keuangan, kepala bagian administrasi, dan masyarakat yang menerima layanan di Puskesmas Gunung Bahagia. Selain itu, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan data dari wawancara mendalam, observasi langsung, dan hasil kuesioner untuk mendapatkan perspektif yang holistik mengenai kinerja Puskesmas setelah penerapan status BLUD.
Validitas data juga diperkuat melalui proses cross-check, di mana informasi yang diperoleh dari satu informan akan dibandingkan dengan informasi dari informan lainnya untuk mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan pandangan. Teknik ini membantu untuk mengurangi bias subjektif dari peneliti maupun informan, serta memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada. Menurut Patton (1999), triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan mengurangi risiko kesalahan interpretasi. Selain itu, strategi validasi lain seperti member checking juga dapat diterapkan, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara dengan informan untuk memastikan bahwa penafsiran peneliti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh informan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
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Puskesmas Lamaru, yang telah berdiri sejak Februari 1997, awalnya berstatus sebagai Puskesmas Pembantu di bawah Puskesmas Teritip. Namun, seiring dengan perkembangan, Puskesmas Lamaru kini menjabat sebagai Puskesmas Induk Tipe B yang melayani masyarakat di wilayahnya. Meskipun tidak memiliki Puskesmas Pembantu, Puskesmas Lamaru tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dengan dukungan dari Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang terletak di RT 08, Kelurahan Lamaru. Poskesdes ini berfungsi sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa, membantu menjangkau lebih banyak masyarakat dengan akses yang lebih dekat dan mudah (Profil Puskesmas Lamaru, 2025).
Wilayah kerja Puskesmas Lamaru terletak di kawasan Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, yang mencakup 34 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas area mencapai 4.355,5 hektar, Puskesmas Lamaru memiliki wilayah yang cukup luas, membentang dari berbagai titik strategis di kota. Secara geografis, batas wilayah Puskesmas Lamaru adalah sebagai berikut (Profil Puskesmas Lamaru, 2025):
Sebelah Utara 		: Kelurahan Teritip
Sebelah Selatan 	: Kelurahan Manggar Baru
Sebelah Barat 		: Kelurahan Karang Joang
Sebelah Timur 	: Selat Makassar
Secara keseluruhan, wilayah kerja Puskesmas Lamaru dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Dalam hal jarak, Puskesmas Lamaru terletak cukup dekat dengan beberapa titik pemerintahan penting. Dari pusat pemerintahan Kecamatan, jaraknya hanya sekitar 2 km, sementara dari pusat pemerintahan Kota Balikpapan, Puskesmas ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 23 km. Lebih jauh lagi, untuk mencapai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, jaraknya sekitar 115 km, menunjukkan keterhubungan Puskesmas Lamaru dengan berbagai level administrasi pemerintahan. Letak geografis ini memungkinkan aksesibilitas yang baik, meskipun berada di wilayah yang cukup luas (Profil Puskesmas Lamaru, 2025).
Visi UPTD Puskesmas Lamaru sejalan dengan visi yang diusung oleh Kepala Daerah, yaitu menciptakan "Puskesmas yang memberikan pelayanan berkualitas tinggi untuk mewujudkan masyarakat Lamaru yang sehat, mandiri, dan berdaya saing." Visi ini mencerminkan komitmen Puskesmas Lamaru untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatan secara mandiri, dalam upaya mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warga Lamaru. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, UPTD Puskesmas Lamaru Balikpapan menyusun misi yang jelas dan terarah sebagai landasan dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan. Misi-misi tersebut antara lain (Profil Puskesmas Lamaru, 2025):
a) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, merata, dan terjangkau.
b) Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui upaya kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
Puskesmas Lamaru merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan, Puskesmas Lamaru telah menerapkan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan dibagi ke dalam beberapa klaster. Setiap klaster memiliki fokus dan tanggung jawab masing-masing yang berhubungan dengan berbagai aspek kesehatan, mulai dari manajemen hingga penanggulangan penyakit menular. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas ini, Puskesmas Lamaru berusaha untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan terarah sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Berikut adalah struktur organisasi Puskesmas Lamaru yang mencakup klaster-klaster utama beserta fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
[image: ]Gambar 1. Struktur Organisasi Puskesmas Lamaru
(Sumber: Profil Puskesmas Lamaru, 2025)
Gambar di atas menunjukkan struktur organisasi Puskesmas Lamaru, yang dibagi dalam beberapa klaster dan lintas klaster yang mengelola berbagai aspek pelayanan kesehatan. Di puncak struktur, terdapat Kepala Puskesmas, yaitu Isdwiati, yang mengawasi seluruh kegiatan. Puskesmas ini dibagi menjadi empat klaster utama, yaitu Klaster 1 Manajemen, Klaster 2 Ibu & Anak, Klaster 3 Dewasa & Lansia, dan Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular. Masing-masing klaster dikelola oleh tenaga medis yang berkompeten, seperti Mashud, A.Md.Kep. untuk Klaster 1 Manajemen, Ekowati, A.Md.Keb. untuk Klaster 2 Ibu & Anak, dr. Endah Sri Ismayawati untuk Klaster 3 Dewasa & Lansia, dan dr. Audini Berbasari untuk Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular.
Selain itu, terdapat juga lintas klaster yang menangani berbagai aspek seperti kegawatdaruratan, rawat inap, laboratorium, dan kefarmasian, yang dipimpin oleh drg. Kunto Wibisono. Setiap klaster dan lintas klaster memiliki fokus layanan yang jelas, misalnya Klaster 1 mengelola manajemen ketatausahaan, sumber daya manusia, mutu dan keselamatan, serta sistem informasi Puskesmas. Sementara itu, Klaster 2 berfokus pada ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah, dan Klaster 3 menangani kesehatan dewasa, lanjut usia, serta remaja. Klaster 4 bertugas untuk penanggulangan penyakit menular dan surveilans kesehatan. Struktur ini mencerminkan tata kelola yang terorganisir dan efektif untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
Klaster 1 Manajemen mencakup aspek manajerial Puskesmas yang sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional. Klaster ini dipimpin oleh Mashud, A.Md.Kep., yang bertanggung jawab atas berbagai bidang manajemen seperti ketatausahaan, manajemen sumber daya manusia, mutu dan keselamatan, serta sistem informasi. Untuk ketatausahaan, ada fokus pada administrasi yang rapi dan efisien. Sumber daya manusia dikelola untuk memastikan tenaga medis dan administrasi dapat bekerja secara optimal. Selain itu, pengelolaan mutu dan keselamatan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan aman dan sesuai standar. Manajemen Jejaring Puskesmas bertugas menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung program Puskesmas. Sistem informasi Puskesmas dan PWS (Puskesmas Wilayah Sehat) dikelola untuk mendukung pengelolaan data yang tepat, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Klaster 2 Ibu & Anak berfokus pada layanan kesehatan ibu, balita, serta anak-anak. Di bawah pimpinan Ekowati, A.Md.Keb., klaster ini menangani ibu hamil, bersalin, nifas, serta balita dan anak usia sekolah. Puskesmas Lamaru memberikan perhatian khusus pada ibu hamil dengan memberikan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan rutin, penyuluhan tentang persalinan, dan pemantauan pasca-persalinan. Selain itu, balita dan anak usia sekolah mendapat perhatian terkait imunisasi, pertumbuhan, dan perkembangan anak yang sehat, serta pemantauan gizi dan kesehatan secara berkala. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak di kawasan tersebut.
Klaster 3 Dewasa & Lansia, dipimpin oleh dr. Endah Sri Ismayawati, klaster ini berfokus pada layanan kesehatan bagi dewasa dan lansia. Bagian ini mengelola kesehatan dewasa, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin untuk pencegahan penyakit, serta penanganan penyakit yang umum terjadi pada kelompok usia ini. Untuk lansia, terdapat layanan pemantauan kesehatan yang lebih intensif, karena kelompok usia ini lebih rentan terhadap berbagai penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, klaster ini juga memberikan layanan konseling dan edukasi terkait hidup sehat bagi kelompok usia ini agar mereka dapat menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular dipimpin oleh dr. Audini Berbasari dan bertanggung jawab untuk menanggulangi penyakit menular yang bisa mengancam kesehatan masyarakat. Klaster ini meliputi program-program pencegahan penyakit menular, seperti tuberkulosis, malaria, dan penyakit menular lainnya. Di dalamnya juga terdapat kegiatan surveilans, yang berfungsi untuk memantau perkembangan penyakit di masyarakat, deteksi dini, serta upaya penanggulangan secara cepat dan efisien jika ditemukan kasus baru. Selain itu, klaster ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan penyuluhan dan vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah tersebut. 
Setiap klaster di Puskesmas Lamaru memegang peranan krusial dalam membentuk sistem kesehatan yang terkoordinasi dan saling terhubung. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, setiap sektor kesehatan dapat dikelola dengan lebih terarah dan optimal. Hal ini memungkinkan Puskesmas Lamaru untuk lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat dan memberikan layanan yang lebih efektif. Sebagai hasilnya, kualitas hidup warga setempat dapat meningkat secara signifikan, baik dalam aspek pencegahan penyakit maupun perawatan kesehatan yang lebih terjangkau dan efisien.
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4.2.1 [bookmark: _Hlk210828300]Aspek Organisasi
Perubahan status Puskesmas Lamaru menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola organisasi, yang mencakup struktur organisasi, sistem pengendalian, dan akuntabilitas. Transformasi ini tidak hanya mengubah aspek keuangan Puskesmas, tetapi juga mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut dikelola dan bagaimana sumber daya manusia (SDM) berinteraksi dalam lingkup baru yang diberlakukan. Setelah beralih status menjadi BLUD, struktur organisasi Puskesmas Lamaru menjadi lebih fleksibel. Hal ini terlihat dari terbentuknya unit-unit pendukung seperti tim keuangan BLUD dan tim mutu, yang memudahkan pembagian tugas lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. Pimpinan Puskesmas juga mendapatkan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan operasional tanpa harus menunggu instruksi dari dinas kesehatan. Implikasi positif dari perubahan ini adalah percepatan pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi operasional, yang sebelumnya terkendala oleh birokrasi yang lebih kaku. 
“Struktur organisasi menjadi lebih fleksibel dengan adanya unit-unit pendukung seperti tim keuangan BLUD dan tim mutu. Pengambilan keputusan lebih cepat karena pimpinan Puskesmas memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan operasional tanpa harus menunggu instruksi dari dinas kesehatan” (Kepala Puskesmas Lamaru)
Adapun hasil wawancara dengan Pimpinan Puskesmas Lamaru mengenai perubahan pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai setelah beralih menjadi BLUD menunjukkan adanya penataan ulang yang lebih jelas dalam struktur organisasi dan pembagian tugas. Sebelumnya, sebelum status BLUD, tugas pegawai cenderung lebih umum dan serba bisa, dengan beberapa pekerjaan yang bisa tumpang tindih antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Namun, setelah Puskesmas Lamaru berstatus BLUD, pembagian tugas menjadi lebih terstruktur dan terfokus. Salah satu perubahan yang terlihat adalah pegawai kini memiliki pembagian tugas yang lebih jelas. Misalnya, ada staf yang khusus menangani manajemen keuangan BLUD, yang sebelumnya mungkin menjadi bagian dari tanggung jawab pegawai lain, tetapi kini menjadi fokus utama bagi pegawai yang bersangkutan. Tugasnya meliputi pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, serta pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih rinci dan sesuai dengan regulasi BLUD. Pembagian tugas seperti ini membantu agar pegawai dapat lebih fokus pada bidang tugasnya dan mengurangi kebingungan dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Ya, ada perubahan. Pegawai kini lebih jelas pembagian tugasnya, misalnya ada staf yang fokus pada manajemen keuangan BLUD, pengelolaan aset, serta unit pelayanan tertentu. Hal ini mendorong akuntabilitas dan mengurangi tumpang tindih pekerjaan.” (Pimpinan Puskesmas Lamaru)
Selain itu, ada juga staf yang diberi tanggung jawab khusus dalam pengelolaan aset, yang merupakan bagian dari keharusan BLUD untuk mengatur barang dan fasilitas milik Puskesmas dengan lebih sistematis. Sebelumnya, pengelolaan aset sering kali dilakukan secara bergantian oleh berbagai pihak tanpa koordinasi yang jelas, sehingga seringkali ada kekosongan atau kekeliruan dalam pendataan. Dengan adanya penunjukan pegawai yang fokus pada pengelolaan aset, pekerjaan ini menjadi lebih efisien dan bisa dilaksanakan dengan akuntabilitas yang lebih tinggi. Selain di bagian manajerial, pembagian tugas yang lebih spesifik juga terjadi di unit-unit pelayanan. Misalnya, ada pegawai yang khusus menangani pelayanan medis, sementara yang lain fokus pada pelayanan administrasi. Hal ini membuat proses pelayanan lebih terorganisir, karena setiap pegawai lebih tahu peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebelumnya, ada kalanya pegawai dengan beban tugas yang terlalu banyak merasa kesulitan dalam memberikan pelayanan yang maksimal, karena harus menangani berbagai hal sekaligus.
Perubahan menjadi BLUD memerlukan penyusunan struktur organisasi yang lebih spesifik dan adaptif. Kontrol internal yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Hasibuan et al., 2024; Suwardi et al., 2022). Puskesmas harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, terutama dalam hal pendanaan dan realisasi program kesehatan (Sulistyowati & Sunaningsih, 2022). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendorong etika dan perilaku positif dalam organisasi (Hasibuan et al., 2024).
Dengan status BLUD, Puskesmas Lamaru memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam hal perekrutan tenaga kerja, terutama untuk posisi tenaga kontrak yang dibutuhkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Misalnya, Puskesmas dapat merekrut dokter umum tambahan atau tenaga analis laboratorium sesuai kebutuhan yang mendesak. Hal ini memberikan Puskesmas Lamaru keunggulan dalam menyesuaikan SDM dengan dinamika dan tuntutan pelayanan kesehatan di lapangan. Perekrutan tenaga kontrak ini memungkinkan Puskesmas untuk segera mengisi posisi yang kosong atau menambah tenaga medis dalam situasi darurat tanpa terikat oleh birokrasi yang rumit.
“Status BLUD memberi keleluasaan dalam merekrut tenaga kontrak sesuai kebutuhan pelayanan, misalnya dokter umum tambahan atau tenaga analis laboratorium. Pengembangan SDM juga lebih mudah dilakukan dengan anggaran BLUD. Namun untuk pemberhentian pegawai tetap PNS masih mengikuti aturan pemerintah”(Pimpinan Puskesmas Lamaru)
Pengelolaan dan pengembangan SDM di Puskesmas Lamaru juga lebih fleksibel berkat alokasi anggaran yang berasal dari dana BLUD. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk program pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai, seperti pelatihan khusus untuk tenaga medis, baik berupa pendidikan formal maupun pelatihan teknis yang mendalam. Dengan adanya BLUD, Puskesmas Lamaru memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawainya lebih cepat, tanpa terlalu terbatas oleh aturan anggaran yang lebih ketat dalam sistem pemerintahan non-BLUD.
Namun, meskipun ada keleluasaan dalam hal perekrutan dan pengembangan, pemberhentian pegawai tetap mengikuti aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai yang berstatus PNS tidak dapat diberhentikan secara sembarangan, dan setiap keputusan pemberhentian harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membatasi fleksibilitas dalam pemberhentian pegawai yang dianggap tidak memenuhi kriteria atau performa yang diharapkan. Oleh karena itu, meskipun BLUD memberikan kebebasan dalam perekrutan dan pengembangan SDM, dalam hal pemberhentian pegawai, Puskesmas Lamaru masih terikat oleh regulasi yang berlaku untuk PNS.
Implementasi sistem akuntansi dan pengawasan yang baik juga menjadi krusial dalam tata kelola organisasi Puskesmas yang berstatus BLUD. Keberadaan mekanisme pendampingan dalam penerapan sistem akuntansi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Abdullah et al., 2023). Penguatan SDM dalam hal pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan menjadi bagian integral agar pengelolaan dana dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kinerja pegawai di Puskesmas BLUD (Hernando & Syofyan, 2022).
Selain itu, partisipasi aktif pegawai dalam pengambilan keputusan dan pembelajaran dari hasil pengelolaan sebelumnya sangat penting. Puskesmas BLUD yang sukses tidak hanya mengandalkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen, tetapi juga memfasilitasi masukan dari pegawai untuk menjamin keberanian inovasi dan perbaikan proses kerja (Hasibuan et al., 2024; Suwardi et al., 2022). Melalui pendekatan partisipatif, pegawai merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan organisasi.
Dari sisi organisasi, perubahan status ini menuntut adanya kesiapan struktural pada Puskesmas, yang mencakup pembaruan dalam birokrasi dan pengembangan kapasitas manajerial yang lebih mumpuni untuk mendukung layanan kesehatan yang berkualitas (Herawati et al., 2022). Dalam konteks ini, dukungan stakeholder seperti pemimpin dan masyarakat menjadi krusial untuk keberhasilan proses transisi. Keterlibatan pimpinan yang kuat dan kolaborasi yang baik antara seluruh staf Puskesmas harus dipelihara agar perubahan ini dapat dilaksanakan secara efektif (Nuryanto et al., 2024). 
Keberadaan stakeholder eksternal juga memainkan peran penting dalam keberhasilan tata kelola Puskesmas BLUD. Dukungan dari pemerintah lokal dan masyarakat membantu memastikan bahwa Puskesmas dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan (Listyawati, 2020). Komitmen dari semua pihak terkait dapat memperkuat penerapan program BLUD dan meningkatkan akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan (Listyawati, 2020).
Secara keseluruhan, implikasi dari perubahan status menjadi BLUD terhadap tata kelola organisasi Puskesmas mencakup peningkatan struktur organisasi, pengembangan kontrol internal yang lebih ketat, serta penguatan peran SDM dan partisipasi stakeholder. Semua faktor ini berkontribusi untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4.2.2	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Perubahan status Puskesmas Lamaru menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola, khususnya dari aspek sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya status BLUD, Puskesmas diberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, yang mencakup peningkatan akuntabilitas, manajemen pendapatan, dan pengelolaan pengeluaran (Sabardiman et al., 2020; Sulistyowati & Sunaningsih, 2022). Hal ini menuntut SDM Puskesmas untuk memiliki kompetensi yang lebih tinggi, baik dalam manajemen keuangan maupun dalam pelayanan kesehatan, untuk memenuhi tuntutan regulasi dan harapan masyarakat (Listyawati, 2020; Rahmadhany & Andayani, 2023).
Tantangan utama yang dihadapi Puskesmas Lamaru adalah terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan kompetensi khusus, serta resistensi terhadap perubahan yang mungkin timbul setelah implementasi BLUD. Selain itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang keuangan dan manajemen. Tabel 1 menyajikan gambaran mengenai jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang tersedia di Puskesmas Lamaru. 
Tabel 1. Jumlah SDMK di Puskesmas Lamaru
	No
	Jenis Tenaga
	Data Ketenagaan

	
	
	Keadaan Rill SDMK
	SDMK Sesuai Permenkes

	1
	a. Dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga pelayanan primer
	0
	1

	
	b. Dokter
	3
	3-4

	2
	Dokter Gigi
	1
	1-2

	3
	Perawat
	4
	7-9

	4
	Bidan
	4
	6-8

	5
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
	1
	2

	6
	Epidemiologi Kesehatan / Tenaga Kesehatan Masyarakat
	0
	2

	7
	Tenaga Sanitasi Lingkungan
	1
	1

	8
	Nutrisionis
	1
	2

	9
	Apoteker
	1
	2

	10
	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik / Pranata Laboratorium Kesehatan
	1
	2-3

	11
	Psikologis Klinis
	0
	1

	12
	Fisoterapis
	0
	1

	13
	Terapis Gigi dan Mulut
	1
	1

	14
	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan ( IT )
	1
	1

	15
	Tenaga Administrasi Keuangan
	1
	1

	16
	Tenaga Ketatausahaan
	3
	3

	17
	Pekarya ( tenaga kebersihan, keamanan, sopir )
	4
	3

	Jumlah
	27
	40-47


Sumber: Profil Puskesmas Lamaru, 2025
Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Puskesmas masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan kompetensi khusus yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Beberapa posisi penting yang seharusnya diisi oleh tenaga profesional dengan kualifikasi tertentu masih kosong, seperti dokter yang memiliki keahlian di bidang kedokteran keluarga pelayanan primer, tenaga ahli epidemiologi kesehatan atau tenaga kesehatan masyarakat, psikolog klinis, serta fisioterapis. Kekosongan ini tentunya menghambat pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga Puskesmas kesulitan dalam memberikan pelayanan yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menarik dan mempersiapkan tenaga medis dengan kualifikasi tersebut, baik melalui pelatihan intensif, rekrutmen tenaga profesional, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan jumlah SDMK yang memenuhi standar kompetensi di bidang kesehatan masyarakat.
Transisi ke BLUD sering kali memicu kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkesinambungan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kesehatan agar mampu memenuhi standar layanan yang lebih tinggi. Sebuah studi mencatat bahwa pelaksanaan kebijakan BLUD mesti diimbangi dengan kualitas SDM dan penyediaan pelatihan yang memadai, guna menghindari kendala yang dihadapi dalam implementasi program-program kesehatan yang ada (Humayrah et al., 2023). Oleh karena itu, aspek pengembangan SDM harus menjadi prioritas utama dalam fase transisi ini untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.
“Strateginya antara lain melalui pelatihan rutin, workshop, pemberian insentif berbasis kinerja, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar pegawai termotivasi.” (Pimpinan Puskesmas Lamaru)
Hasil wawancara di Puskesmas Lamaru mengenai strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai pasca perubahan status menjadi BLUD menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memastikan pegawai bekerja dengan optimal. Strategi-strategi ini dirancang agar pegawai tidak hanya memiliki keterampilan yang memadai, tetapi juga merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Puskesmas Lamaru rutin mengadakan pelatihan untuk para pegawainya, baik itu pelatihan teknis yang mendalam di bidang kesehatan maupun pelatihan soft skills. Pelatihan ini bertujuan agar pegawai terus berkembang dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan mereka. Misalnya, ada pelatihan terbaru mengenai penggunaan alat medis yang lebih canggih atau pelatihan tentang pelayanan pasien yang lebih baik. Dengan adanya pelatihan rutin ini, pegawai merasa diberdayakan dan mampu mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. 
Selain pelatihan, Puskesmas Lamaru juga mengadakan workshop secara berkala. Workshop ini sering kali melibatkan narasumber eksternal yang ahli di bidangnya, sehingga pegawai bisa mendapatkan perspektif baru dan solusi atas tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Workshop ini juga menjadi ajang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman, yang pada akhirnya membantu meningkatkan keterampilan kerja pegawai dan mendorong mereka untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memotivasi pegawai agar bekerja lebih optimal, Puskesmas Lamaru menerapkan insentif berbasis kinerja. Pegawai yang berhasil mencapai target atau menunjukkan kinerja yang baik akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih keras, tetapi juga menciptakan budaya kompetitif yang sehat di antara mereka. Insentif ini memberikan pengakuan atas upaya dan pencapaian pegawai, yang pada gilirannya memacu mereka untuk terus berusaha mencapai kinerja terbaik.
Pelatihan SDM menjadi lebih terfokus pada kebutuhan riil, seperti pelatihan sistem keuangan BLUD dan penggunaan aplikasi SIMDA. Ini menunjukkan peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan yang lebih sesuai dengan tuntutan operasional puskesmas. Anggaran untuk pelatihan yang lebih fleksibel juga memungkinkan Puskesmas Lamaru untuk meningkatkan kompetensi pegawainya secara lebih efisien. Meskipun tantangan dalam keterbatasan SDM di bidang akuntansi muncul, hal ini menunjukkan kebutuhan akan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan (Weida et al., 2020). Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Pimpinan Puskesmas Lamaru pada saaat wawancara:
“Pelatihan kini lebih banyak dilakukan sesuai kebutuhan riil, misalnya pelatihan sistem keuangan BLUD, penggunaan aplikasi SIMDA, dan peningkatan kompetensi klinis. Anggaran pelatihan juga lebih fleksibel dibanding sebelumnya” (Pimpinan Puskesmas Lamaru)
Secara keseluruhan, strategi-strategi yang diterapkan oleh Puskesmas Lamaru pasca perubahan status menjadi BLUD ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan keterampilan pegawai, tetapi juga menjaga semangat dan motivasi mereka untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, penghargaan berbasis kinerja, dan suasana kerja yang mendukung, Puskesmas Lamaru berhasil menciptakan tim yang lebih solid dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya.
Keberadaan Puskesmas Lamaru sebagai BLUD memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, asalkan manajemen organisasi dan pengelolaan SDM dilakukan dengan bijaksana dan terencana. Oleh karena itu, hasil dari perubahan status ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa Puskesmas tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat tetapi juga secara berkelanjutan meningkatkan standar dalam pelayanan kesehatan yang diberikan.
Perubahan ini juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih baik antara Puskesmas dan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat (Listyawati, 2020; Novianti & Suhanda, 2023). Dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas manajerial diharapkan dapat membantu pertumbuhan kompetensi SDM di Puskesmas. Penelitian di Puskesmas Setiamekar menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dapat dicapai dengan melibatkan SDM secara aktif dalam manajemen keuangan, sehingga mereka lebih memahami pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan (Abdullah et al., 2023; Prasetyo, 2023).
Implikasi lain dari status BLUD adalah perlunya sistem dan prosedur yang jelas dalam operasional. SDM harus disiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut secara efektif. Ini mencakup empati terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat dan responsif terhadap harapan pasien, yang secara langsung berpengaruh terhadap kepuasan layanan kesehatan (Darajatun et al., 2023; Natassia & Utami, 2020). Puskesmas perlu menerapkan pengelolaan berbasis data dan analisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan (Darajatun et al., 2023; Sarri & Misnaniarti, 2020).
Dengan demikian, perubahan status menjadi BLUD bukan hanya reformasi struktural, tetapi juga mendesak Puskesmas untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan operasional yang sesuai untuk menghadapi tantangan di bidang kesehatan masyarakat dan akuntabilitas keuangan. Agar berhasil, pelatihan dan dukungan yang memadai kepada SDM Puskesmas harus menjadi prioritas utama, demi mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan
[bookmark: _Toc211181036]Aspek Tata Kelola Keuangan
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan, terdapat beberapa hal penting terkait perubahan status Puskesmas menjadi BLUD yang mempengaruhi mekanisme pengelolaan keuangan. Sebelumnya, Puskesmas mengelola keuangan dengan cara yang cukup terbatas, di mana semua penerimaan harus disetor ke kas daerah. Namun, dengan beralih menjadi BLUD, Puskesmas kini memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola dana, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran, sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah disusun secara mandiri. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Puskesmas untuk mengoptimalkan pendapatan, seperti pendapatan dari jasa layanan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan dana kapitasi BPJS, yang sebelumnya penggunaannya terbatas. 
“Perubahan status menjadi BLUD memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran. Jika sebelumnya semua penerimaan harus langsung disetor ke kas daerah, sekarang Puskesmas dapat langsung mengelola dana tersebut untuk membiayai operasional, selama sesuai dengan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran).”(Kepala Bagian Keuangan)
“Dengan status BLUD, Puskesmas bisa memanfaatkan pendapatan dari jasa layanan, kerjasama dengan pihak ketiga, maupun dana kapitasi BPJS yang lebih leluasa dikelola. Sebelumnya, pendapatan ini terbatas penggunaannya karena langsung masuk kas daerah.” (Kepala Bagian Keuangan)
Perubahan signifikan juga terjadi dalam prosedur penyusunan anggaran tahunan. Sebelumnya, Puskesmas hanya mengacu pada APBD yang bersifat rigid, sementara sekarang, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil pelayanan dengan persetujuan dari kepala daerah. Ini memberi keleluasaan dalam merencanakan anggaran, meski tetap harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Dalam hal pengelolaan kas dan pencatatan keuangan, setelah menjadi BLUD, Puskesmas lebih mandiri dalam pengelolaan kas. Bendahara BLUD mengelola kas langsung, tanpa bergantung pada kas daerah, dan pencatatan dilakukan berdasarkan standar akuntansi BLUD yang lebih transparan dan akuntabel dibandingkan dengan sistem administrasi yang sederhana saat masih berstatus UPTD. Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapan sistem ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan dan penyusunan laporan berbasis akuntansi, yang mengharuskan adanya pelatihan intensif. Menurut Hyndman & Connolly (2011), kebebasan dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Keuangan Puskesmas Lamaru pada saat wawancara:
“Sebelumnya, anggaran hanya mengacu pada APBD yang sifatnya rigid. Setelah BLUD, Puskesmas wajib menyusun RBA secara mandiri berdasarkan kebutuhan riil pelayanan. Prosesnya lebih fleksibel, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan kepala daerah.” (Kepala Bagian Keuangan)
“Pengelolaan kas dilakukan langsung oleh bendahara BLUD, bukan lagi sepenuhnya bergantung pada kas daerah. Pencatatan dilakukan berbasis akuntansi BLUD sesuai dengan SAP BLU, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan sistem UPTD yang hanya berbasis administrasi sederhana.” (Kepala Bagian Keuangan)
Fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk program dan kegiatan juga meningkat, namun Puskesmas harus menghadapi tantangan dalam penyesuaian terhadap sistem baru ini. Proses audit keuangan menjadi lebih ketat dengan penggunaan standar akuntansi berbasis akrual sesuai dengan SAP, dan audit tidak hanya dilakukan oleh BPK, tetapi juga oleh Inspektorat Daerah. Hal ini menjadikan pengelolaan keuangan lebih transparan dan terkontrol. Sementara itu, pengelolaan aset dan inventaris di Puskesmas tetap tercatat sebagai milik daerah, tetapi pencatatan dan pemeliharaan dilakukan oleh Puskesmas. Kebijakan baru yang diterapkan termasuk inventarisasi aset secara berkala dan pelaporan nilai aset dalam laporan keuangan BLUD.  Puskesmas Lamaru kini melakukan pencatatan dan pemeliharaan aset secara mandiri. Proses ini membuktikan bahwa institusi memiliki kendali yang lebih besar atas aset yang ada, dengan mengadopsi kebijakan inventarisasi yang lebih baik (Milinkovic et al., 2020).
“Pengelolaan aset tetap tercatat sebagai milik daerah, namun pencatatan dan pemeliharaan dilakukan oleh Puskesmas” (Kepala Bagian Keuangan)
Penerapan BLUD di Puskesmas Lamaru sejalan dengan prinsip Teori New Public Management (NPM), di mana pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat (Novianti & Suhanda, 2023; Tresna et al., 2023a). Puskesmas berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pendekatan yang lebih profesional, seperti pengembangan sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi, menciptakan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan komitmen terhadap hasil yang terukur (Yusuf et al., 2021).
Setelah Puskesmas Lamaru beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme pelaporan keuangan, yang berdampak besar pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebelumnya, pelaporan keuangan dilakukan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan ke Dinas Kesehatan. Sistem ini tidak memberikan gambaran rinci mengenai keadaan keuangan Puskesmas. Dengan status BLUD, pelaporan kini berlandaskan pada standar akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang lebih kompleks dan komprehensif  (Abdullah et al., 2023). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Keuangan Puskesmas Lamaru.
“Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi BLUD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas. Sebelumnya, laporan hanya berupa SPJ sederhana yang disampaikan ke Dinas Kesehatan” (Kepala Bagian Keuangan)
Sistem pelaporan yang baru ini mencakup beberapa komponen penting, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas. Setiap laporan ini memberikan gambaran yang lebih mendetail tentang kondisi keuangan Puskesmas, termasuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan aliran kas, yang sebelumnya tidak direfleksikan secara memadai dalam laporan keuangan yang ada (Subadriyah et al., 2020). Efektivitas penerapan akuntansi berbasis akrual sangat penting karena mencatat transaksi keuangan pada saat terjadinya, bukan hanya saat pembayaran dilakukan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan (Putra & Sudarto, 2019).
Perubahan ini juga membawa dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Laporan yang lebih lengkap menjadikan pihak terkait, seperti kepala daerah dan Dinas Kesehatan, lebih mudah dalam memantau penggunaan dana secara jelas (Abdullah et al., 2023). Selain itu, proses audit keuangan menjadi lebih ketat dengan mengadopsi standar akuntansi berbasis akrual dan melibatkan BPK serta Inspektorat Daerah untuk audit internal. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan kepercayaan bahwa pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik (Gusneli et al., 2023; Tresna et al., 2023).
“Audit dilakukan lebih ketat karena menggunakan standar akuntansi berbasis akrual sesuai SAP. Selain BPK, Inspektorat Daerah juga melakukan audit internal. Hal ini membuat pengelolaan lebih transparan dan harus mengikuti standar pengendalian internal pemerintah (SPIP).”
Hasil wawancara di Puskesmas Lamaru mengenai pengaruh status BLUD terhadap proses audit keuangan menunjukkan bahwa setelah beralih menjadi BLUD, proses audit keuangan di Puskesmas menjadi lebih ketat dan terstruktur dengan baik. Hal ini terkait langsung dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang harus diikuti, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Proses audit yang lebih ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan Jati (2019) dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Sari et al., 2020). Penerapan sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik (Sapa et al., 2024).
Sejak Puskesmas Lamaru berstatus BLUD, audit keuangan dilakukan dengan lebih ketat. Ini disebabkan oleh kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual, yang mengharuskan setiap transaksi keuangan dicatat dengan lebih rinci dan transparan. Sistem akuntansi ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih akurat, di mana pendapatan dan pengeluaran dicatat saat terjadi, bukan hanya saat uangnya diterima atau dibayar. Dengan sistem ini, Puskesmas Lamaru harus lebih teliti dalam mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan ketelitian dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan (Pirani et al., 2023). Penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik memberikan ruang yang lebih besar bagi fleksibilitas dalam penggunaan dana (Abolhallaje et al., 2014).
Selain audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Puskesmas Lamaru juga diawasi oleh Inspektorat Daerah yang melakukan audit internal. Audit internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses keuangan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan. Inspektorat Daerah juga memeriksa apakah Puskesmas Lamaru sudah mematuhi standar pengendalian internal yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik berkontribusi pada akuntabilitas dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan (Rahmawati et al., 2020). Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari BPK dan Inspektorat, upaya pengelolaan anggaran di Puskesmas dapat menjadi lebih transparan dengan pengaruh positif terhadap akuntabilitas (Sari et al., 2020).
Sebagai lembaga BLUD, Puskesmas Lamaru juga harus mengikuti Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP ini merupakan pedoman yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan dan pengendalian internal agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Puskesmas Lamaru harus memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam SPIP. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa penerapan SPIP yang baik membantu memperkuat tata kelola dan kualitas laporan keuangan(Agustiawan et al., 2022; Kricy & Simbel, 2021). Dengan memperhatikan tata cara pengelolaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Puskesmas Lamaru berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka (Rizka et al., 2021).
Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan pasca implementasi BLUD antara lain adalah adaptasi SDM terhadap sistem pelaporan berbasis IT dan transparansi pengelolaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain adalah pelatihan untuk staf, pendampingan dari Dinas Kesehatan dan BPKP, serta penggunaan aplikasi SIMDA BLUD yang memudahkan pelaporan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam proses transisi dan adaptasi terhadap sistem yang baru, implementasi BLUD di Puskesmas memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Penelitian oleh Widiastuti et al. (2022), menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan bagi pengelola Puskesmas untuk dapat menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
“Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM dalam akuntansi, adaptasi terhadap sistem pelaporan berbasis IT, serta kebutuhan peningkatan transparansi. Upaya yang dilakukan adalah pelatihan keuangan bagi staf, pendampingan dari Dinas Kesehatan dan BPKP, serta penggunaan aplikasi SIMDA BLUD untuk memudahkan pelaporan.” (Kepala Bagian Keuangan)
Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan juga merupakan hal yang utama setelah status menjadi BLUD (Abdullah et al., 2023). Puskesmas perlu memastikan bahwa laporan keuangan dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan audit secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan publik serta akuntabilitas (Pariantini et al., 2023). Tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, upaya untuk memperbaiki layanan kesehatan dapat terhambat.
Transformasi menjadi BLUD mengharuskan Puskesmas untuk memperkuat departemen akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan (Husain et al., 2017; Lelono & Siswantoro, 2023). Para pegawai perlu dilatih dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaporan dan monitoring keuangan. Keterbatasan SDM yang terlatih di lingkup BLUD merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam proses ini (Abdullah et al., 2023; Sulistyowati & Sunaningsih, 2022). Berdasarkan penelitian, Puskesmas Magelang Selatan mencatat bahwa hanya sebagian dari fleksibilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan, menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM harus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan implementasi BLUD (Listyawati, 2020; Sulistyowati & Sunaningsih, 2022).
Penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas yang berstatus BLUD telah mengimplementasikan sejumlah fleksibilitas tertentu, seperti manajemen pengeluaran dan pengadaan barang dan jasa, yang memperkuat kemandirian finansial mereka (Sulistyowati & Sunaningsih, 2022). Ini mencerminkan bahwa organisasi memerlukan strategi manajerial yang cepat dan adaptif agar dapat bertahan dan berhasil dalam konteks layanan kesehatan yang dinamis. Puskesmas yang berstatus BLUD adalah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang relevan (Hasibuan et al., 2024). Dalam konteks ini, pelaporan keuangan yang dilakukan Puskesmas harus mencakup dua versi laporan, yakni sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Husain et al., 2017). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam melaksanakan berbagai program kesehatan secara mandiri (Ricardo et al., 2023).
Pengelolaan pendapatan Puskesmas mencakup sumber-sumber utama seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan umum, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Proses ini sering menghadapi tantangan, termasuk keterlambatan dalam pencairan dana, sebagaimana dikemukakan oleh Moehadityo, S & Nugroho (2025) bahwa penting juga untuk mencatat semua transaksi menggunakan sistem keuangan BLUD yang terhubung dengan Dinas Kesehatan, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ini juga ditekankan oleh (Nasir et al., 2014) yang menyoroti pentingnya sistem informasi dalam pengelolaan obat.
Pengeluaran Puskesmas mencakup gaji pegawai non-PNS, pembelian obat, dan biaya operasional. Walaupun sistem e-purchasing merupakan alternatif yang efektif dalam proses pengadaan, implementasinya masih mengalami kendala, termasuk prosedur yang panjang , sebagaimana diungkapkan oleh Khofipah et al. (2024) dan Ridzkyanto et al. (2024) yang menekankan pentingnya prosedur ketat untuk menghindari kesalahan pengadaan. Pengelolaan pengeluaran yang baik mendukung penghematan dan efisiensi, hal ini menjadi sangat krusial di saat anggaran kesehatan sering kali mengalami tekanan(Atirah et al., 2023).
Namun, tantangan juga muncul seiring dengan risiko kecurangan yang dapat terjadi akibat meningkatnya jumlah anggaran dan kompleksitas pengelolaan keuangan (Abdullah et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi Puskesmas untuk memiliki sistem pengendalian internal yang baik untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dapat membantu menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan implementasi sistem pengendalian internal yang kuat berpengaruh pada akuntabilitas keuangan (Sutaryo et al., 2024). 
Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya keuangan Puskesmas dalam status BLUD sering melibatkan perencanaan anggaran yang lebih strategis, dengan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ghozali & Nadjib, 2023). Hal ini memungkinkan Puskesmas untuk merespons lebih cepat terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Misalnya, pengelolaan dana Puskesmas dilakukan dengan lebih fleksibel dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA), yang memungkinkan Puskesmas untuk beradaptasi dengan kondisi dan dinamika pelayanan kesehatan yang terus berubah (Novianti & Suhanda, 2023).
Pelaksanaan tata kelola keuangan di Puskesmas Lamaru, ada berbagai tantangan dan kompleksitas yang perlu dihadapi, mencakup beberapa elemen penting yang saling terkait. Pertama-tama, perencanaan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana dapat memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan Puskesmas secara tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber juga menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, agar keuangan Puskesmas tetap stabil dan dapat digunakan untuk mendukung berbagai layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Untuk memastikan keberhasilan pengelolaan keuangan setelah perubahan menjadi BLUD, penting untuk menetapkan standar pelaporan dan akuntabilitas yang jelas. Puskesmas harus dapat melaporkan penggunaan dananya secara berkala dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah, sehingga kepercayaan publik dapat dibangun (Sabardiman et al., 2020; Sulistyowati & Sunaningsih, 2022). Dengan langkah-langkah konkret dalam penguatan pengelolaan keuangan ini, diharapkan Puskesmas BLUD dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
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Setelah Puskesmas bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kualitas pelayanan yang diberikan mengalami perubahan yang signifikan. Transisi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan layanan kesehatan, serta memberikan lebih banyak otonomi dalam penggunaan sumber daya. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas pasca BLUD dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kepuasan pasien, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan keselamatan pasien.
Hasil wawancara di Puskesmas Lamaru terkait perubahan kualitas pelayanan setelah penerapan status BLUD menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Hal ini disebabkan oleh adanya standar pelayanan yang lebih terstruktur dan jelas. Sebelumnya, prosedur pelayanan terkadang tidak konsisten, dan ada beberapa bagian pelayanan yang kurang terorganisir. Namun, dengan status BLUD, Puskesmas kini lebih mudah mengimplementasikan standar pelayanan yang dapat diterima dan diikuti oleh semua petugas. Hal ini memberikan kepastian bagi pasien bahwa mereka akan menerima pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dan konsisten.
Setelah Puskesmas Lamaru beralih menjadi BLUD, ada beberapa penambahan layanan kesehatan yang signifikan untuk masyarakat. Salah satunya adalah layanan pemeriksaan penunjang, khususnya di bagian laboratorium, yang kini lebih lengkap dan canggih. Sebelumnya, beberapa jenis pemeriksaan laboratorium terbatas, namun kini Puskesmas dapat menyediakan lebih banyak jenis pemeriksaan, yang memudahkan pasien untuk mendapatkan diagnosa yang lebih akurat dan cepat. Hal ini tentunya sangat membantu pasien dalam mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif tanpa harus dirujuk ke rumah sakit lain.
“Kualitas pelayanan meningkat karena ada standar pelayanan yang lebih jelas dan dana operasional yang lebih fleksibel. Prosedur pelayanan menjadi lebih efisien, terutama dalam pendaftaran, pelayanan laboratorium, dan farmasi.” (Tenaga Medis)
“Ya, ada penambahan layanan, seperti layanan pemeriksaan penunjang (laboratorium lebih lengkap), layanan promotif-preventif yang lebih intensif, serta peningkatan jam pelayanan untuk beberapa jenis poli.” (Tenaga Medis)
Selain itu, Puskesmas Lamaru juga memperkenalkan layanan promotif-preventif yang lebih intensif. Ini berarti Puskesmas kini lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat. Puskesmas juga meningkatkan jam pelayanan di beberapa poli tertentu untuk memberikan kemudahan bagi pasien yang membutuhkan perawatan. Sebagai contoh, beberapa poli kini memiliki jam pelayanan yang lebih panjang, sehingga pasien tidak terbatas oleh waktu kerja biasa dan dapat lebih fleksibel dalam mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Semua perubahan ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setelah Puskesmas beralih menjadi BLUD.
Durasi waktu pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran hingga konsultasi dengan tenaga medis, menjadi lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem antrean dan pencatatan yang lebih terintegrasi, termasuk penggunaan sistem digital atau nomor antrian. Sebelumnya, pasien seringkali harus menunggu lama untuk mendaftar atau mendapatkan giliran untuk konsultasi. Namun, dengan adanya sistem yang lebih terorganisir, proses pendaftaran dan antrian kini berjalan lebih cepat. Teknologi yang digunakan mempermudah pengelolaan data pasien dan mempercepat proses administratif, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama untuk dipanggil.
“Sistem antrean lebih tertata dengan adanya sistem digital/nomor antrian. Kepuasan pasien meningkat karena proses pelayanan terasa lebih cepat dan fasilitas lebih memadai” (Tenaga Medis)
“Durasi waktu lebih efisien, karena sistem antrean dan pencatatan lebih terintegrasi. Pasien tidak terlalu lama menunggu obat atau hasil laboratorium dibandingkan sebelumnya”(Tenaga Medis)
Selain itu, pasien kini juga tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan obat atau hasil laboratorium seperti yang terjadi sebelumnya. Proses pengambilan obat dan pemeriksaan laboratorium yang dulu memakan waktu cukup lama, kini lebih cepat karena adanya peningkatan koordinasi antar bagian di Puskesmas. Pasien bisa langsung menerima obat atau hasil lab dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu di Puskesmas. Semua perubahan ini memberikan efisiensi waktu yang signifikan dan membuat pengalaman pasien menjadi lebih nyaman dan memuaskan.
Setelah Puskesmas Lamaru beralih menjadi BLUD terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas interaksi antara tenaga medis dan pasien. Sebelumnya, komunikasi antara pasien dan tenaga medis cenderung terbatas, namun kini tenaga medis lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah dan cepat. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh adanya insentif jasa pelayanan yang diperoleh dari pendapatan BLUD. Tenaga medis merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan baik dan pasien merasa lebih diperhatikan, dengan tenaga medis yang lebih komunikatif dan empatik. Pasien yang datang untuk konsultasi merasa lebih nyaman karena mereka merasa didengar dan dipahami, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pasien secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa jawaban dari tenaga medis pada saat wawancara terkait dengan kinerja pelayanan di Puskesmas Lamaru:
“Ada peningkatan, karena tenaga medis lebih termotivasi memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Pasien merasa lebih diperhatikan dalam komunikasi dan empati” (Tenaga Medis)
“Motivasi meningkat karena adanya insentif jasa pelayanan dari pendapatan BLUD. Selain itu, ada dukungan berupa fasilitas kerja yang lebih lengkap sehingga membantu kenyamanan dalam bekerja” (Tenaga Medis)
“Status BLUD memberikan keleluasaan karena insentif dapat diambil dari jasa pelayanan dan pendapatan BLUD. Pegawai dengan kinerja baik bisa mendapatkan tambahan insentif sesuai kontribusi mereka.” (Pimpinan Puskesmas)
“Program kesehatan masyarakat lebih terarah karena ada anggaran khusus yang bisa dialokasikan. Misalnya program posyandu, skrining kesehatan, dan edukasi masyarakat lebih sering dilakukan sesuai kebutuhan wilayah kerja” (Tenaga Medis)
“Ada mekanisme lebih jelas, misalnya kotak saran, layanan pengaduan online, serta tindak lanjut cepat melalui tim mutu. Hal ini membuat keluhan pasien lebih cepat ditangani” (Tenaga Medis)
Program-program kesehatan masyarakat di Puskesmas Lamaru juga mengalami perubahan yang positif. Sebelumnya, beberapa program seperti posyandu, skrining kesehatan, dan edukasi masyarakat sering kali terbatas oleh keterbatasan dana. Namun, setelah beralih menjadi BLUD, Puskesmas Lamaru memiliki anggaran khusus yang dapat dialokasikan untuk melaksanakan program-program ini dengan lebih terarah. Program posyandu, misalnya, kini dapat dilaksanakan lebih sering dan lebih terstruktur. Juga memperhatikan adanya peningkatan frekuensi skrining kesehatan dan edukasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kerja. Hal ini membuat program-program kesehatan masyarakat lebih efektif dalam mengedukasi warga dan melakukan pencegahan penyakit.
“Tantangan utama adalah keterbatasan jumlah tenaga medis dibanding jumlah pasien yang terus meningkat, serta adaptasi terhadap sistem baru. Upaya yang dilakukan adalah rekrutmen tambahan tenaga kontrak, pelatihan SDM, dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan” (Tenaga Medis)
Namun, meskipun ada banyak peningkatan, kami juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang terus meningkat. Dalam setiap hari, kami melayani banyak pasien, dan terkadang jumlah tenaga medis yang terbatas membuat kami kesulitan dalam memberikan pelayanan yang optimal, terutama saat jam sibuk. Selain itu, meskipun sistem baru sudah diimplementasikan, ada proses adaptasi yang memerlukan waktu. Untuk mengatasi tantangan ini, kami melakukan rekrutmen tenaga kontrak tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan medis. Selain itu, pelatihan SDM juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua tenaga medis bisa menguasai sistem baru dan meningkatkan kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem antrean digital dan manajemen data pasien yang lebih efisien juga sangat membantu untuk mendukung kelancaran operasional dan meminimalkan waktu tunggu bagi pasien.
Penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan menggunakan indikator yang lebih terukur untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. Indikator yang digunakan meliputi kecepatan pelayanan, kepuasan pasien, dan pencapaian target program kesehatan. Selain itu, standar penilaian berbasis Sistem Kerja Pegawai (SKP) yang sudah ada sebelumnya tetap digunakan, namun kini ada tambahan indikator berbasis BLUD. Indikator ini menilai kinerja pegawai terkait pengelolaan anggaran BLUD, efisiensi penggunaan dana, serta pencapaian target layanan kesehatan. Dengan adanya indikator yang lebih terukur dan berbasis BLUD, manajemen dapat lebih mudah mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pimpinan Puskesmas Lamaru:
“Penilaian kinerja menggunakan indikator yang lebih terukur, seperti kecepatan pelayanan, kepuasan pasien, serta pencapaian target program kesehatan. Standar penilaian berbasis SKP masih digunakan, tetapi ada tambahan indikator berbasis BLUD” (Pimpinan Puskesmas)
“Komunikasi internal lebih intensif, misalnya melalui rapat evaluasi rutin dan forum koordinasi bulanan. Pola komunikasi lebih terbuka karena manajemen harus menyampaikan perkembangan keuangan dan kinerja BLUD kepada semua pegawai” (Pimpinan Puskesmas)
“Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan indikator mutu layanan dan keuangan. Alat baru yang digunakan antara lain aplikasi SIMDA BLUD dan sistem monitoring mutu layanan berbasis IT. Hal ini membantu pimpinan memantau kinerja organisasi secara real time” (Pimpinan Puskesmas)
Komunikasi internal di Puskesmas Lamaru juga mengalami perbaikan setelah perubahan status menjadi BLUD. Komunikasi internal menjadi lebih intensif, dengan adanya rapat evaluasi rutin dan forum koordinasi bulanan yang melibatkan seluruh pegawai. Pola komunikasi kini lebih terbuka dan transparan, terutama terkait dengan perkembangan keuangan dan kinerja BLUD. Manajemen Puskesmas secara aktif menyampaikan informasi terkait kinerja keuangan dan layanan BLUD kepada seluruh pegawai, sehingga mereka lebih memahami tujuan dan tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas. Hal ini membuat pegawai lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang arah dan kinerja Puskesmas. Selain itu, evaluasi dan monitoring kinerja organisasi dilakukan secara periodik menggunakan indikator mutu layanan dan keuangan. Puskesmas juga kini menggunakan alat baru, seperti aplikasi SIMDA BLUD dan sistem monitoring mutu layanan berbasis IT, yang membantu pimpinan memantau kinerja organisasi dan SDM secara real-time.
Kinerja kualitas pelayanan kesehatan dapat diukur melalui tingkat kepuasan pasien. Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Tinambung menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, termasuk tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pasien rawat jalan (Aryanti et al., 2022). Peningkatan dalam variabel-variabel ini diharapkan mudah dicapai setelah Puskesmas berstatus BLUD, mengingat otonomi yang lebih besar memungkinkan pengelolaan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan pasien (Alhayat et al., 2023; Oktavianti et al., 2022). Dalam konteks ini, penelitian di Puskesmas Biru Bone juga menemukan bahwa mutu pelayanan berbanding positif dengan kepuasan pasien, di mana kualitas pelayanan yang meningkat berpotensi meningkatkan kepercayaan kepada Puskesmas (Oktavianti et al., 2022).
Puskesmas yang berstatus BLUD diharuskan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah. Penerapan SPM ini sangat krusial dalam menjaga kualitas pelayanan. Penelitian di Puskesmas Guntur I mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa indikator pelayanan yang belum mencapai standar, penerapan SPM tetap memberikan panduan untuk peningkatan kualitas layanan yang sistematis dan terukur (Zudi et al., 2021). Selain itu, akreditasi Puskesmas menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan, hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang menganalisis pengaruh akreditasi terhadap kepuasan pasien (Wulandari et al., 2019).
Selanjutnya, aspek keselamatan pasien juga menjadi fokus dalam evaluasi kualitas pelayanan. Dengan adanya peningkatan dalam penerapan keselamatan pasien di berbagai Puskesmas, terdapat pelaporan yang jelas mengenai identifikasi dan mitigasi risiko, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan. Penelitian di Puskesmas X Kota Serang menunjukkan bahwa penerapan upaya keselamatan pasien tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas (Ferial & Wahyuni, 2022).
Faktor-faktor eksternal seperti dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat juga berkontribusi dalam menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas pasca BLUD. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan kesehatan di Puskesmas dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang kesehatan dan kualitas pelayanan, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan yang diberikan (Abas et al., 2019; Napirah et al., 2016).
Dalam keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa perubahan status Puskesmas Lamaru menjadi BLUD memiliki efek yang positif terhadap kualitas pelayanan, asalkan diiringi dengan penerapan standar, pelatihan SDM, serta dukungan dari pihak-pihak terkait. Peningkatan kepuasan pasien, penerapan SPM, dan keselamatan pasien adalah indikator kunci yang mencerminkan kemajuan yang telah dicapai dalam kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Dari segi kinerja, dengan status BLUD, Puskesmas mampu mengevaluasi kinerja keuangan secara lebih efektif, termasuk analisis penerimaan dan pengeluaran yang lebih terbuka kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan (Murniwati et al., 2022). Evaluasi ini tidak hanya melibatkan aspek keuangan tetapi juga mempertimbangkan indikator kinerja pelayanan kesehatan, yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan (Turiman et al., 2021).
Setelah perubahan status Puskesmas Lamaru menjadi BLUD, sebagian besar pasien melaporkan adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan. Beberapa pasien merasakan pelayanan yang lebih cepat dan lebih ramah dari petugas, serta peningkatan ketersediaan obat-obatan. Namun, ada juga yang merasa tidak ada perubahan signifikan, meskipun mereka mengakui beberapa perbaikan, terutama dalam kemudahan akses layanan. Di sisi lain, beberapa pasien menganggap fasilitas, seperti ruang tunggu, sudah lebih nyaman dan bersih, serta peralatan medis yang lebih modern, meskipun masih ada beberapa alat yang belum memadai. Berikut merupakan hasil wawancara dengan beberapa Pasien Puskesmas Lamaru terkait dengan tingkat kinerja pelayanan Puskesmas:
“Ya, saya merasa pelayanan lebih cepat dan petugas lebih ramah dibanding sebelumnya”
Ada peningkatan, terutama dari sisi ketersediaan obat dan kemudahan dalam mendapatkan layanan”
“Ruang tunggu sekarang lebih nyaman dan bersih”
“Peralatan medis tampak lebih modern, meskipun masih ada beberapa yang kurang”
Berkaitan dengan waktu tunggu dan proses pendaftaran, banyak pasien mengungkapkan bahwa proses pendaftaran kini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Beberapa pasien merasa tidak perlu menunggu lama lagi karena adanya sistem antrean yang jelas, meskipun masih ada saat-saat di mana proses tetap memakan waktu lama tergantung pada banyaknya pasien. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam responsivitas tenaga medis, dengan banyak pasien merasa lebih nyaman dan diperhatikan dengan baik oleh dokter dan perawat yang lebih komunikatif dan sabar, meskipun ada beberapa kasus di mana kesabaran tenaga medis masih kurang.
“Proses pendaftaran lebih cepat, tidak menunggu terlalu lama seperti dulu”
“Kadang cepat, kadang tetap lama, tergantung banyaknya pasien”
“Menurut saya sudah lebih teratur karena ada sistem antrean yang jelas”
“Ada peningkatan, tetapi masih ada tenaga medis yang terlihat kurang sabar”
“Saya merasa lebih nyaman karena pelayanan lebih manusiawi dan sopan”
“Ada kotak saran yang lebih diperhatikan, sehingga masukan pasien direspons”
“Menurut saya belum banyak perubahan, karena beberapa keluhan masih belum ditindaklanjuti”
Secara keseluruhan, pasien merasa ada perubahan dalam cara penanganan keluhan atau masukan yang mereka ajukan. Banyak yang melaporkan bahwa keluhan mereka lebih cepat ditanggapi, dan sistem kotak saran kini lebih diperhatikan. Meskipun demikian, ada juga yang merasa beberapa keluhan mereka masih belum ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam responsivitas, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam menangani keluhan pasien secara lebih konsisten.
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a) Penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Puskesmas menjadi BLUD membawa peningkatan tata kelola organisasi yang lebih terstruktur. Penerapan sistem baru memberikan kejelasan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penilaian kinerja pegawai kini lebih terukur dengan indikator berbasis BLUD yang menekankan pada kecepatan pelayanan, kepuasan pasien, dan pencapaian target program kesehatan.
b) Perubahan status Puskesmas menjadi BLUD memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan efisien. Dana operasional dapat dialokasikan lebih cepat untuk pengadaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Proses penanganan keluhan pasien juga menjadi lebih efektif dengan adanya sistem yang lebih terorganisir.
c) Setelah berstatus BLUD, Puskesmas Lamaru mengalami peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan. Program-program kesehatan masyarakat kini lebih terarah berkat anggaran khusus yang dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan wilayah kerja. Puskesmas juga memperkenalkan sistem antrean digital dan manajemen data pasien yang lebih efisien, yang mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Interaksi antara tenaga medis dan pasien juga lebih komunikatif dan empatik, yang berdampak positif pada kenyamanan dan pengalaman pasien selama mendapatkan layanan kesehatan.
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a) Puskesmas Lamaru perlu terus melakukan rekrutmen tenaga medis tambahan dan pelatihan SDM secara berkala untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis dan memastikan tenaga medis dapat beradaptasi dengan sistem baru yang berbasis BLUD. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan juga perlu diperluas.
b) Meskipun pengelolaan keuangan BLUD telah meningkatkan efisiensi, transparansi anggaran harus terus dijaga dengan memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih mudah dipahami oleh semua pihak dan memastikan audit keuangan dilakukan secara rutin oleh pihak internal dan eksternal.
c) Puskesmas perlu terus memperbaiki sistem pelayanan dengan memperkenalkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan program kesehatan masyarakat seperti posyandu, skrining kesehatan, dan edukasi kesehatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem penanganan keluhan pasien juga perlu diperkuat dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih responsif dan efektif, seperti pengaduan online yang terintegrasi dengan sistem internal.
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Transkrip Wawancara Mendalam
Informan	: Pimpinan Puskesmas Lamaru
Waktu		: 09 April 2025
	No
	Pertanyaan
	Jawaban

	1
	Bagaimana perubahan status Puskesmas menjadi BLUD mempengaruhi struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan di Puskesmas?

	Struktur organisasi menjadi lebih fleksibel dengan adanya unit-unit pendukung seperti tim keuangan BLUD dan tim mutu. Pengambilan keputusan lebih cepat karena pimpinan Puskesmas memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan operasional tanpa harus menunggu instruksi dari dinas kesehatan.


	2
	Apakah terjadi perubahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai setelah Puskesmas beralih status menjadi BLUD? Jika ya, mohon dijelaskan lebih lanjut?

	Ya, ada perubahan. Pegawai kini lebih jelas pembagian tugasnya, misalnya ada staf yang fokus pada manajemen keuangan BLUD, pengelolaan aset, serta unit pelayanan tertentu. Hal ini mendorong akuntabilitas dan mengurangi tumpang tindih pekerjaan

	3
	Bagaimana status BLUD mempengaruhi fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pengembangan, dan pemberhentian pegawai?
	Status BLUD memberi keleluasaan dalam merekrut tenaga kontrak sesuai kebutuhan pelayanan, misalnya dokter umum tambahan atau tenaga analis laboratorium. Pengembangan SDM juga lebih mudah dilakukan dengan anggaran BLUD. Namun untuk pemberhentian pegawai tetap PNS masih mengikuti aturan pemerintah.


	4
	Apa saja tantangan utama yang dihadapi Puskesmas dalam pengelolaan SDM setelah implementasi BLUD?

	Tantangan utama adalah keterbatasan SDM dengan kompetensi khusus, resistensi terhadap perubahan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas dalam bidang keuangan dan manajemen.

	5
	Bagaimana strategi Puskesmas dalam meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai untuk mencapai kinerja yang optimal pasca perubahan status menjadi BLUD?

	[bookmark: _Hlk211100715]Strateginya antara lain melalui pelatihan rutin, workshop, pemberian insentif berbasis kinerja, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar pegawai termotivasi.


	6
	Apakah terdapat perubahan pada kebijakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia setelah menjadi BLUD? Jika ada, apa saja yang berubah?

	Ya, pelatihan kini lebih banyak dilakukan sesuai kebutuhan riil, misalnya pelatihan sistem keuangan BLUD, penggunaan aplikasi SIMDA, dan peningkatan kompetensi klinis. Anggaran pelatihan juga lebih fleksibel dibanding sebelumnya.


	7
	Bagaimana penilaian kinerja pegawai dilakukan di Puskesmas setelah implementasi BLUD? Apakah ada standar penilaian baru yang diterapkan?

	Penilaian kinerja menggunakan indikator yang lebih terukur, seperti kecepatan pelayanan, kepuasan pasien, serta pencapaian target program kesehatan. Standar penilaian berbasis SKP masih digunakan, tetapi ada tambahan indikator berbasis BLUD.

	8
	Sejauh mana status BLUD memberikan keleluasaan pada Puskesmas untuk menentukan insentif atau penghargaan bagi pegawai yang berkinerja baik?
	Status BLUD memberikan keleluasaan karena insentif dapat diambil dari jasa pelayanan dan pendapatan BLUD. Pegawai dengan kinerja baik bisa mendapatkan tambahan insentif sesuai kontribusi mereka.

	9
	Bagaimana komunikasi internal antara manajemen dan pegawai diatur setelah perubahan status menjadi BLUD? Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pola komunikasi?

	Komunikasi internal lebih intensif, misalnya melalui rapat evaluasi rutin dan forum koordinasi bulanan. Pola komunikasi lebih terbuka karena manajemen harus menyampaikan perkembangan keuangan dan kinerja BLUD kepada semua pegawai.


	10
	Bagaimana evaluasi dan monitoring kinerja organisasi dilakukan setelah perubahan status menjadi BLUD? Apakah ada sistem atau alat baru yang digunakan untuk memantau kinerja organisasi dan SDM?

	Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan indikator mutu layanan dan keuangan. Alat baru yang digunakan antara lain aplikasi SIMDA BLUD dan sistem monitoring mutu layanan berbasis IT. Hal ini membantu pimpinan memantau kinerja organisasi secara real time.





Transkrip Wawancara Mendalam
Informan	: Kepala Bidang Keuangan Puskesmas Lamaru
Waktu		: 09 April 2025
	No
	Pertanyaan
	Jawaban

	1
	Bagaimana perubahan status Puskesmas menjadi BLUD mempengaruhi struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan di Puskesmas?

	Struktur organisasi menjadi lebih fleksibel dengan adanya unit-unit pendukung seperti tim keuangan BLUD dan tim mutu. Pengambilan keputusan lebih cepat karena pimpinan Puskesmas memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan operasional tanpa harus menunggu instruksi dari dinas kesehatan.


	2
	Apakah ada perubahan signifikan dalam prosedur penyusunan anggaran tahunan setelah Puskesmas beralih menjadi BLUD? Jika ya, perubahan apa saja yang terjadi?

	Ya, sebelumnya anggaran hanya mengacu pada APBD yang sifatnya rigid. Setelah BLUD, Puskesmas wajib menyusun RBA secara mandiri berdasarkan kebutuhan riil pelayanan. Prosesnya lebih fleksibel, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan kepala daerah.


	3
	Bagaimana Puskesmas mengoptimalkan sumber pendapatan melalui status BLUD? Apakah terdapat sumber pendapatan baru yang bisa diperoleh setelah perubahan status ini?

	[bookmark: _Hlk211114517]Dengan status BLUD, Puskesmas bisa memanfaatkan pendapatan dari jasa layanan, kerjasama dengan pihak ketiga, maupun dana kapitasi BPJS yang lebih leluasa dikelola. Sebelumnya, pendapatan ini terbatas penggunaannya karena langsung masuk kas daerah.

	4
	Bagaimana pengelolaan kas dan pencatatan keuangan dilakukan setelah implementasi BLUD? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan saat masih berstatus UPTD?

	Pengelolaan kas dilakukan langsung oleh bendahara BLUD, bukan lagi sepenuhnya bergantung pada kas daerah. Pencatatan dilakukan berbasis akuntansi BLUD sesuai dengan SAP BLU, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan sistem UPTD yang hanya berbasis administrasi sederhana.


	5
	Bagaimana fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk program dan kegiatan di Puskesmas setelah menjadi BLUD? Apakah terdapat kendala dalam penerapan fleksibilitas tersebut?

	Fleksibilitas meningkat karena dana bisa digunakan sesuai prioritas kebutuhan pelayanan. Namun, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM dalam perencanaan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi, sehingga perlu pelatihan intensif.


	6
	Bagaimana penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Puskesmas setelah implementasi BLUD? Apa saja upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut?

	Efisiensi dilakukan dengan menekan biaya operasional yang tidak penting dan mengutamakan belanja langsung untuk pelayanan. Efektivitas diwujudkan dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar sesuai target indikator kesehatan. Upaya yang dilakukan antara lain evaluasi rutin anggaran dan monitoring kinerja keuangan.


	7
	Apakah terdapat perubahan dalam mekanisme pelaporan keuangan setelah Puskesmas beralih menjadi BLUD? Jika ya, mohon jelaskan perbedaan yang terjadi.

	Ya, laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi BLUD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas. Sebelumnya, laporan hanya berupa SPJ sederhana yang disampaikan ke Dinas Kesehatan.


	8
	Bagaimana status BLUD mempengaruhi proses audit keuangan di Puskesmas? Apakah ada standar akuntansi khusus yang diterapkan untuk lembaga dengan status BLUD?

	[bookmark: _Hlk211114814]Audit dilakukan lebih ketat karena menggunakan standar akuntansi berbasis akrual sesuai SAP. Selain BPK, Inspektorat Daerah juga melakukan audit internal. Hal ini membuat pengelolaan lebih transparan dan harus mengikuti standar pengendalian internal pemerintah (SPIP).


	9
	Bagaimana sistem pengelolaan aset dan inventaris diatur setelah Puskesmas beralih ke BLUD? Apakah ada kebijakan baru yang diterapkan untuk pengelolaan aset?

	Pengelolaan aset tetap tercatat sebagai milik daerah, namun pencatatan dan pemeliharaan dilakukan oleh Puskesmas. Kebijakan baru yang diterapkan adalah inventarisasi aset secara berkala, pemeliharaan mandiri, dan pelaporan nilai aset dalam laporan keuangan BLUD.


	10
	Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Puskesmas setelah implementasi BLUD, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

	Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM dalam akuntansi, adaptasi terhadap sistem pelaporan berbasis IT, serta kebutuhan peningkatan transparansi. Upaya yang dilakukan adalah pelatihan keuangan bagi staf, pendampingan dari Dinas Kesehatan dan BPKP, serta penggunaan aplikasi SIMDA BLUD untuk memudahkan pelaporan.






Transkrip Wawancara Mendalam
Informan	: Tenaga Medis Puskesmas Lamaru
Waktu		: 09 April 2025
	No
	Pertanyaan
	Jawaban

	1
	Bagaimana perubahan status Puskesmas menjadi BLUD mempengaruhi penyediaan fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di Puskesmas ini? Apakah ada peningkatan yang signifikan?
	Setelah menjadi BLUD, pengadaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan menjadi lebih cepat karena tidak harus menunggu proses panjang dari pemerintah daerah. Stok obat lebih terjamin, meskipun kadang masih ada kendala distribusi dari pemasok.


	2
	Bagaimana Anda menilai perubahan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien setelah Puskesmas menerapkan status BLUD? Apakah terdapat perubahan dalam prosedur atau standar pelayanan?
	Kualitas pelayanan meningkat karena ada standar pelayanan yang lebih jelas dan dana operasional yang lebih fleksibel. Prosedur pelayanan menjadi lebih efisien, terutama dalam pendaftaran, pelayanan laboratorium, dan farmasi.


	3
	Apakah ada penambahan atau pengembangan jenis layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat setelah Puskesmas beralih menjadi BLUD? Jika ya, layanan apa saja yang ditambahkan?

	Ya, ada penambahan layanan, seperti layanan pemeriksaan penunjang (laboratorium lebih lengkap), layanan promotif-preventif yang lebih intensif, serta peningkatan jam pelayanan untuk beberapa jenis poli.


	4
	Bagaimana pengaruh status BLUD terhadap durasi waktu pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran hingga konsultasi dengan tenaga medis? Apakah ada efisiensi waktu yang dirasakan?

	[bookmark: _Hlk211118673]Durasi waktu lebih efisien, karena sistem antrean dan pencatatan lebih terintegrasi. Pasien tidak terlalu lama menunggu obat atau hasil laboratorium dibandingkan sebelumnya.


	5
	Bagaimana penilaian Anda terhadap sistem pengelolaan antrean dan kepuasan pasien setelah implementasi BLUD? Apakah ada perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya?

	[bookmark: _Hlk211118830]Sistem antrean lebih tertata dengan adanya sistem digital/nomor antrian. Kepuasan pasien meningkat karena proses pelayanan terasa lebih cepat dan fasilitas lebih memadai.


	6
	Apakah terdapat peningkatan dalam kualitas interaksi antara tenaga medis dan pasien setelah Puskesmas menerapkan status BLUD, misalnya dalam hal komunikasi, empati, dan responsivitas?

	[bookmark: _Hlk211119268]Ada peningkatan, karena tenaga medis lebih termotivasi memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Pasien merasa lebih diperhatikan dalam komunikasi dan empati.


	7
	Bagaimana Anda melihat keberlanjutan program-program kesehatan masyarakat (promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dsb.) di Puskesmas setelah menjadi BLUD? Apakah program-program tersebut lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat?

	[bookmark: _Hlk211119280]Program kesehatan masyarakat lebih terarah karena ada anggaran khusus yang bisa dialokasikan. Misalnya program posyandu, skrining kesehatan, dan edukasi masyarakat lebih sering dilakukan sesuai kebutuhan wilayah kerja.

	8
	Bagaimana perubahan status BLUD mempengaruhi tingkat motivasi tenaga medis dalam memberikan pelayanan? Apakah ada insentif atau dukungan yang lebih baik bagi tenaga medis?

	[bookmark: _Hlk211119297]Motivasi meningkat karena adanya insentif jasa pelayanan dari pendapatan BLUD. Selain itu, ada dukungan berupa fasilitas kerja yang lebih lengkap sehingga membantu kenyamanan dalam bekerja.


	9
	Bagaimana proses penanganan keluhan atau feedback dari pasien setelah Puskesmas beralih menjadi BLUD? Apakah terdapat mekanisme yang lebih efektif untuk menangani keluhan?
	[bookmark: _Hlk211119341]Ada mekanisme lebih jelas, misalnya kotak saran, layanan pengaduan online, serta tindak lanjut cepat melalui tim mutu. Hal ini membuat keluhan pasien lebih cepat ditangani.


	10
	Menurut Anda, apa saja tantangan utama dalam menjaga kualitas pelayanan Puskesmas setelah perubahan status menjadi BLUD, dan bagaimana cara mengatasinya?

	[bookmark: _Hlk211119366]Tantangan utama adalah keterbatasan jumlah tenaga medis dibanding jumlah pasien yang terus meningkat, serta adaptasi terhadap sistem baru. Upaya yang dilakukan adalah rekrutmen tambahan tenaga kontrak, pelatihan SDM, dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan.






Transkrip Wawancara Mendalam
Informan	: Pasien Puskesmas Lamaru
Waktu		: 09 April 2025
	No
	Pertanyaan
	Jawaban

	1
	Bagaimana pengalaman Anda dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas setelah perubahan status menjadi BLUD? Apakah ada peningkatan dalam kualitas layanan?

	Jawaban 1: Ya, saya merasa pelayanan lebih cepat dan petugas lebih ramah dibanding sebelumnya.

Jawaban 2: Menurut saya, masih sama saja, belum ada perbedaan yang signifikan.

Jawaban 3: Ada peningkatan, terutama dari sisi ketersediaan obat dan kemudahan dalam mendapatkan layanan.
.


	2
	Apakah Anda merasakan adanya perbaikan pada fasilitas yang tersedia di Puskesmas setelah perubahan status menjadi BLUD, seperti ruang tunggu, ketersediaan obat-obatan, atau peralatan medis?

	Jawaban 1: Ruang tunggu sekarang lebih nyaman dan bersih.

Jawaban 2: Obat-obatan lebih lengkap dan jarang kosong.

Jawaban 3: Peralatan medis tampak lebih modern, meskipun masih ada beberapa yang kurang.


	3
	Bagaimana pendapat Anda tentang waktu tunggu dan proses pendaftaran di Puskesmas setelah beralih menjadi BLUD? Apakah prosesnya lebih cepat dan efisien?

	Jawaban 1: Proses pendaftaran lebih cepat, tidak menunggu terlalu lama seperti dulu.

Jawaban 2: Kadang cepat, kadang tetap lama, tergantung banyaknya pasien.

Jawaban 3: Menurut saya sudah lebih teratur karena ada sistem antrean yang jelas.


	4
	Apakah Anda merasa lebih nyaman dan terlayani dengan baik oleh tenaga medis di Puskesmas setelah perubahan status menjadi BLUD? Mengapa demikian?

	Jawaban 1: Iya, tenaga medis lebih komunikatif dan mau mendengarkan keluhan pasien.

Jawaban 2: Ada peningkatan, tetapi masih ada tenaga medis yang terlihat kurang sabar.

Jawaban 3: Saya merasa lebih nyaman karena pelayanan lebih manusiawi dan sopan.


	5
	Bagaimana penilaian Anda terhadap sikap dan responsivitas tenaga medis (dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya) dalam melayani pasien setelah implementasi BLUD?

	Jawaban 1: Tenaga medis lebih sigap dalam menanggapi pasien.

Jawaban 2: Respons cukup cepat, meskipun masih ada saat-saat sibuk yang membuat agak lama.
Jawaban 3: Sikap dokter dan perawat lebih ramah serta tidak terburu-buru saat memeriksa.


	6
	Apakah Anda merasa ada perubahan signifikan dalam penanganan keluhan atau masukan dari pasien setelah Puskesmas menerapkan status BLUD? Jika ya, jelaskan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada Anda.
	Jawaban 1: Ya, keluhan lebih cepat ditanggapi, jadi saya merasa puas.

Jawaban 2: Ada kotak saran yang lebih diperhatikan, sehingga masukan pasien direspons.

Jawaban 3: Menurut saya belum banyak perubahan, karena beberapa keluhan masih belum ditindaklanjuti.
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